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ABSTRAK 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan APBD Kabupaten Berau 

berdasarkan rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio 

aktivitas dan rasio pertumbuhan tahun 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif dimana penelitian yang berupaya menghubungkan pemecahan 

masalah yang sedang terjadi dengan menggunakan angka-angka, mulai dari 

pengumpulan data, interpretasi data dan kemunculan hasil. Populasi dalam penelitian 

ini merupakan laporan realisasi APBD Kabupaten Berau tahun 2014-2018. Sampel 

dalam penelitian ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja atas laporan 

realisasi APBD Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber 

dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Berau Tahun 2014-2018. Hasil penelitian 

menunjukkan: 1) Rata-rata rasio kemandirian berada pada 10,96 persen pada kategori 

rendah; 2) Median derajat desentralisasi fiskal rata-rata 9,55 persen dengan kategori 

sangat kurang; 3) Rasio efektivitas rata-rata sebesar 96,06 persen menurut kategori 

cukup efektif; 4) Rasio kegiatan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau 

mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja operasional dengan rata-

rata 58,80 persen dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 41,17 persen; 

5) Rasio pertumbuhan dapat dikatakan Pemkab Berau belum mampu mengimbangi 

besarnya pendapatan dan belanja, rasio pertumbuhan pendapatan rata-rata (positif) 

0,45 persen dan rasio pertumbuhan belanja rata-rata (negatif) menjadi 2,74 persen. 

 

Kata Kunci: rasio keuangan, kinerja keuangan, APBD.  
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ABSTRACT 

Research conducted to determine the financial performance of the Berau District Budget 

based on the ratio of independence, degree of fiscal decentralization, effectiveness ratios, 

activity ratios and growth ratios in 2014-2018. This research is a quantitative descriptive 

study where research that seeks to connect solving problems that are happening using 

numbers, ranging from data collection, data interpretation and appearance of results. 

The population in this study is a report on the realization of the Berau District Budget in 

2014-2018. The sample in this study is the revenue and expenditure budget data on the 

realization report of the Berau District Budget. The data collection technique used is 

documentation technique. The type of data used is secondary data sourced from the Berau 

District Budget Realization Report 2014-2018. 

The results showed: 1) The average independence ratio was at 10.96 percent in the low 

category; 2) The average degree of fiscal decentralization is 9.55 percent with very poor 

category; 3) The average effectiveness ratio was 96.06 percent according to the fairly 

effective category; 4) The ratio of activities can be said that the Berau Regency 

Government allocates a large part of its budget for operational expenditures with an 

average of 58.80 percent compared to the average capital expenditure of 41.17 percent; 

5) The growth ratio can be said that the Berau Regency Government has not been able to 

keep up with the amount of income and expenditure, the average income growth ratio 

(positive) is 0.45 percent and the average expenditure growth ratio (negative) is 2.74 

percent. 

 

Kata Kunci : financial ratios, financial performance, APBD 
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PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbagi atas daerah-daerah provinsi. 

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas 

daerah kabupaten dan daerah kota. 

Setiap daerah provinsi, daerah 

kabupaten dan daerah kota mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur 

dengan undang-undang. Berawal dari 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

yang kemudian menjadi Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 selanjutnya 

menjadi Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999 yang kemudian menjadi 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah disinilah era otonomi daerah 

dimulai di Indonesia. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan otonomi daerah yang 

dimilikinya, daerah memiliki 

kewenangan yang lebih luas dalam 

mengelola daerahnya. Daerah harus 

menjadi lebih mandiri sehingga mampu 

mengurangi ketergantungannya kepada 

pemerintah pusat. Selain itu, salah satu 

perwujudan pelaksanaan otonomi 

daerah adalah dengan desentralisasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004, definisi desentralisasi 

adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan diberlakukannya 

otonomi daerah, Kabupaten Berau 

mengemban tanggung jawab untuk 

menjadi lebih mandiri dalam mengelola 

dan meningkatkan kinerja keuangan 

pemerintahannya yang pada akhirnya 

akan dipertanggungjawabkan kepada 

pemerintah pusat bahkan masyarakat 

Berau sendiri. Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan 

sebagai acuan bagi pemerintah daerah 

dalam menyelenggarakan sistem 

pemerintahan. Halim (2007) dalam 

Mutiha (2016) mengungkapkan bahwa 

kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerah dituangkan 

dalam APBD yang langsung maupun 

tidak langsung mencerminkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan sosial 

masyarakat.  
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KAJIAN PUSTAKA 

 

Soemarso (1996) Analisis Laporan 

Keuangan adalah hubungan antara 

suatu angka dalam laporan keuangan 

dengan angka yang lain yang 

mempunyai makna atau menjelaskan 

arah perubahan suatu fenomena. 

Analisis laporan keuangan mencakup 

pengaplikasian berbagai alat dan teknik 

analisis pada laporan dan data keuangan 

dalam rangka untuk memperoleh 

ukuran-ukuran dan hubungan-

hubungan yang berarti dan berguna 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Dengan demikian fungsi yang pertama 

dan yang terutama dari analisis laporan 

keuangan adalah untuk mengkonversi 

data menjadi informasi (Prastowo, 

2011:57). Berdasarkan pengertian 

sebelumnya maka analisis laporan 

keuangan adalah suatu proses 

membedah-bedah antara suatu angka 

dalam laporan keuangan dengan angka 

yang lain dalam rangka untuk 

memperoleh ukuran-ukuran dan 

hubungan-hubungan yang berarti dan 

berguna dalam proses pengambilan 

keputusan.  

METODE PENELITIAN  

1. Analisis Rasio Kemandirian 

 
 

Tabel 1. 
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

 
 
2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal  
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Tabel 2. 
Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal 

 

 
 

3. Analisis Rasio Efektivitas  

 
Tabel 3. 

Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

 
Sumber : Mahmudi (2019)  

 
 

4. Analisis Rasio Aktivitas  

 
 
5. Analisis Rasio Pertumbuhan  
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

 

Dari hasil analisis rasio pada laporan 

realisasi anggaran memperlihatkan rata-

rata untuk tahun 2014 sampai 2018 

rasio kemandirian sebesar 10,96 persen, 

rasio derajat desentralisasi fiskal 

sebesar 9,55 persen, rasio efektivitas 

sebesar 96.06 persen, rasio aktivitas 

pada belanja operasi sebesar 58,80 

persen sedangkan pada belanja modal 

sebesar 41,17 persen dan rasio 

pertumbuhan pendapatan memperoleh 

rata-rata pertumbuhan (positif) 0,45 

persen untuk rasio pertumbuhan belanja 

memperoleh rata-rata pertumbuhan 

(negatif) 2,74 persen. 

 

Table 1.  

Rekapitulasi Hasil Penelitian 

 

KESIMPULAN 

 

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Berau dengan menggunakan rasio 

keuangan daerah untuk tahun 2014 

sampai tahun 2018 mengalami 

peningkatan, hal ini terjadi dikarenakan 

tercapainya target atas penerimaan 

pendapatan daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Berau dan juga kecilnya 

jumlah belanja daerah, bahkan belanja 

daerah lebih kecil dibandingkan dengan 

pendapatan yang diterima oleh daerah 

tersebut. Hal ini baik bagi kinerja 

pemerintah daerah, dimana pemerintah 

daerah Kabupaten Berau mampu dalam 

meningkatkan pendapatan daerah untuk 

membiayai belanja-belanja daerah, 

sehingga pemerintah daerah mengalami 

surplus atau keuntungan. Rasio 

kemandirian yang masih dibawah 

stándar keuangan daerah terjadi 

dikarenakan kurang mampunya 

pemerintah daerah Kabupaten Berau 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah sehingga menyebabkan 

pemerintah daerah Kabupaten Berau 

bergantung dengan pemerintah pusat. 

Untuk rasio derajat desentralisasi fiskal 

yang masih dibawah stándar keuangan 

daerah terjadi dikarenakan pemerintah 

daerah Kabupaten Berau belum mampu 

memaksimalkan tanggung jawab yang 

diberikan untuk melaksanakan 

pembangunan dengan menggali dan 

mengelola sumber pendapatan daerah 



P a g e  | 7 

Accountia Journal  
(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal) 
Vol.2, No.2, October 2018, pp. 182 – 191 

ISSN 2620-5335  (Online), ISSN 2622-8270 (Print) 

DOI:xxxxx  

Journal homepage: http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia 

 
 

 

sendiri. Rasio efektivitas yang 

tergolong kategori cukup efektif terjadi 

dikarenakan pemerintah daerah 

Kabupaten Berau sudah cukup baik 

dalam memobilisasi atau 

merealisasikan penerimaan pendapatan 

asli daerah. Sedangkan untuk rasio 

aktivitas belanja modal atau 

pembangunan yang digunakan unntuk 

menyediakan sarana prasarana ekonomi 

masyarakat masih tergolong rendah hal 

ini dikarenakan pemerintah daerah 

Kabupaten Berau lebih 

memprioritaskan alokasi dananya pada 

belanja rutin. Dan untuk rasio 

pertumbuhan pendapatan yang 

memperoleh hasil positif terjadi 

dikarenakan adanya penambahan 

jumlah pendapatan yang diterima 

namun berbanding terbalik dengan 

pertumbuhan belanja yang memperoleh 

hasil negatif dikarenakan berkurangnya 

jumlah belanja yang dikeluarkan. 
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